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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/PMK.010/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
100/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan
dan pembayaran Pajak Penghasilan atas surplus Bank
Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata
Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia;

b. bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian
hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan
penerapan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank
Indonesia dengan memperhatikan karakteristik Bank
Indonesia, perlu melakukan perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang
Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan
Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan
dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank
Indonesia;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak
Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 100/PMK.03/2011 TENTANG TATA CARA
PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
PENGHASILAN ATAS SURPLUS BANK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran
Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Surplus Bank Indonesia merupakan objek Pajak Penghasilan.

(2) Surplus Bank Indonesia yang merupakan objek Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
surplus Bank Indonesia menurut laporan keuangan audit
setelah dilakukan penyesuaian atau koreksi fiskal sesuai dengan
Undang-Undang PPh dengan memperhatikan karakteristik Bank
Indonesia.

(3) Laporan keuangan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.

(4) Karakteristik Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah karakteristik Bank Indonesia dalam rangka
menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta
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mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan
stabilitas sistem keuangan, terkait:

a. pengakuan keuntungan atau kerugian selisih kurs mata
uang asing;

b. pengakuan biaya penyisihan aktiva;

c. pengakuan biaya penurunan nilai aktiva secara langsung;
dan

d. penyusutan aktiva tetap.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a diakui sebagai penghasilan atau
biaya dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak berdasarkan
sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai
dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:3.

Pasal 4

(1) Biaya penyisihan aktiva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4)
huruf b dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak.

(2) Penyisihan aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan
diamortisasi berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan
dilakukan secara taat asas sesuai dengan Kebijakan Akuntansi
Keuangan Bank Indonesia, dengan cara membentuk cadangan
penyisihan aktiva.

(3) Kerugian yang berasal dari penghapusan aktiva yang nyata-nyata
tidak tertagih dibebankan pada perkiraan cadangan penyisihan aktiva
yang telah dibentuk.

(4) Biaya penyisihan aktiva yang diakui pada Tahun Pajak berjalan
adalah sebesar cadangan penyisihan aktiva akhir tahun yang harus
dibentuk dikurangi dengan saldo cadangan penyisihan aktiva awal
tahun dan kerugian penghapusan aktiva yang dibebankan pada
cadangan penyisihan aktiva sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Dalam hal cadangan penyisihan aktiva akhir tahun yang harus
dibentuk lebih kecil dibandingkan saldo cadangan penyisihan aktiva
awal tahun setelah dikurangi kerugian penghapusan aktiva yang
dibebankan pada cadangan penyisihan aktiva sebagaimana dimaksud
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